BUPATI MUARO JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARD JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUL
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,
Menimbang  : a  bahwa berdasarkan kelenluan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomos
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadl kewsnangan Daerah didanai dar dan afas
beban Anggaren Pendapatan dan Belanja Dagrsh;
b. bahwa Rencana Anggaran Pendapalan dan Belanja Dasrah Tahun
Anggaran 2009 saat ini masih dalam proses pembahasan di Provinsi,
sehingga penetapannya fidak dapat dllaksanakan sesual ketentuan Pasal
116 ayal {2) Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peralutan Menteri Dalam Megesd
Nomor 58 Tahun 2008;
¢ bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut serta sambil
~ menunggu  diletapkannya  Rancangan Peraturan  Daersh tentang
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,maka
berdasarkan kelenluan pasal 1084 Peraturan Menteri Dalam Meger
Normor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelblasn Keuangan Daersh
sabagaimana lelzh diubah dengan Peraluran Menteri Datm Negeri
Nomor 58 Tahun 2607 perfy mengtapkan Peraturan Bupail Muaro Jambl
fenfang  Pengoluzran Daerch  Mendahului  Penetapan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Jambi Tahun
Anggaran 2008; .
Mangingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaen Musro Jambl dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur { Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1888 Momor 182, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3909) sabagaimana tetah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 | Lemiaran Negara Repubiik Indonesia Nomar 3663);




Undang-Undang Momar 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar §, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nemer 4355);

Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nofnor 53, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
4380);

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 lentang Pemerksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor B8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Megara Republix Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintafr Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4385);
Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tafun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4578);

Peraturan  Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
[ Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2005 Momor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
4583);



Peraturan Pemeintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemsrintahan antara Pemarintah, Pemerintahan Dasrah Provinsi dan
Pemerintahan Daerzh Kabupatsn ! Kola | Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik
indoesia Tahun 4737);

Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengslolaan Keuangan Daersh, ssbagaimana telah diubsh dengan
Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 58 Tahun 2007,

Peraturan Dalam Negerl Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penyusunan
Pendzpatan dan Belanja Dasrah Tahun fnggaran 2008;

4. Peraturan Daersh Kabupaten Muara Jambi Nomer 2 Tahun 2007 tentang
Foko-pekok Pengelolasn Keuangan Dasrsh | Lembaran Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 2);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI MUARC JAMBI TENTANG PENGELUARAN DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA
DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009,

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Dasran adaleh Kabupaten Musro Jambi,
Eupali adaiah Bupati Kabupaten Muans Jambi
Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi yerq selanjutnya disingkat
APED adalah suahy rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasakan Peraturan Daerah
Kabupaten Muaro Jamb,
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrsh yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah
Kelua dan Wakil Keiua Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Muaro Jambi Anggota
Dewan Perwakian Rakyat Daetah yang sslanjuinya disingkat DPRD adalah mereka yang
diresmikan heanggotaannya sebagai Anggola Dewan Penwakilan Rakyat Daersh Kabupaten
Muaro Jambi dan telah mengucapkan sumpahfanj berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang beriaku,
Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Dasrah dalam periode Tahun Anggaran
terientu
. Pegawai Negeri Sipil yang selenjuinya yeng disingkat NS adalah Pegawai Neger Sipil

difingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Jambi.
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7. Pegawal lidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat oieh pejabat
yang untuk tugas- tertentu di Pemerintah Kabupaten
Muaro Jambi
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Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara
Jambi yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Untuk iayai Kabupaten Muaro Jambi mendahului
penetapan APED Tahun Anggaran 2009 dipergunakan APBD Tahun Anggaran 2008 sebagai
dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Dasrah.

(2) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Kepala Daersh melaksanakan
pengeluaran setiap bulan setinggitingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun Anggaran
sebalumnya.

e

Pengeluaran setinggi-ingginya untuk kepertuan seliap bulan sebagaimana dimakswd pada ayat
{1) dan (2) dipergunakan untuk membiayal kebuluhan belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung meliput ;

a. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupatl dan Wakil Bupati;

b P ilan dan tunjangan pimpinan anggota DPRD;
c: Pembararan gaji dan tunjangan PNS;
d
e

Pembayaran hanorarium pegawai tidak tetap;
. Belanja administrasi umum \ainnyg yang sangat diperiukan dalam rangka menunjang

Belanja idak terduga;
. Pembayaran belanja cetak dan penggandaan dan konsumsi rapat-rapat di DPRD;
. Pembayaran belanja perawataniperbaikan kendaraan bermator { BEM) untuk Sekretariat dan
CPRD;
Pembayaran belanja makan minum sskrétaﬁai daerah;
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Pasal 3

(1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat {2) Peraturan ini disesuaikan
dengan kebufuhan p y hasil i teknis yang dilakukan oleh
pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan,

{2} Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 ayat (2) Peraturan ini ditetapkan
sebesar 1112 ( satu per duabelas ) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Dagrah Tahun
Anggaran 2008.




Pasal ¢

{1) Pengeluaran setinggitingginya untuk keperuan setisp bulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayal (2) Peraturan ini dilaukan dengan menggunakan SPP-LS,SPP-UP/GUITU dan
SPM-LS,SPI-UPIGUITY  sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berfaku

Pasal §

{1} Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran membuat SPM untuk diterbitian
Surat Perintah Pencairan Dana { SP20).

(2} Pengajuan SPM uniuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2 ayat
{2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan atau SPM-UPIGUITU sesuai
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang bedaku.

Pasal§ :

{1) Pengajuan SPH — UPIGU/TUILS cleh Pengguna Anggaran dan penerbitan SP20-UPIGUTULS
oleh pajabal yang berwenang fidak dirinei penggunaannya berdasarkan Koda Rekening Balanja
yang telah ada.

{2) Penggunaan dana atas penerbitan SP2D-UPIGUTUILS dilakukan dengan ketentuan,

untuk keparluan pembayaran yang fidak termasuk delam kategori pembayaran dengan cara

langsung { LS},

pertanggunajawabannya difinci eampal dengan rincian objek belanja yang dilampiri dengan

bukti pengeluaran yang fengkep dan syah sesua dengan ketentuan yang beraku, dan

lidak melebihi anggaran cbjek belanja yang terantum dalam Dokumen Pelaksanaan

-
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Anggaran Tahun 2008.

(3) Pengajuan SPM-GUITUIUPILS untuk bulanbulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejuiiah
Pengaunaen Kas yang lelay diperlanggunajawabkan secara sah sesuzi dengan ketsntuan yang
berlaku

Pasal 7

(1} Untuk dalem rangka g Daerah, teriebih
dahulu dilakukan oleh Bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran

{2) Bendahara pengeluaran dan pembanty bendshara pengeluaran ditetapkan dengan Kepulusan
Bupafi berdasarkan usulan tertulis Kepala Satuan Kerja Perangkat Dasrah dai PNS yang

memenuh persayaratan.

(%) Keputusan Bupatl sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sepanjang fidak bertentangan dengan
Peraturzn Bupati ini masih beriaku,

[£) Dalam pelaksanaan pembayaran harus diperhativan:

katentuan yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa;

ketentuan yang mengatur perpajakan;

helengkapan dan keabsahan buki pendukung psngeluaran, dan

ketentuan fainnya yang berdasarkan Peraturan Perusidang-undangan yang berfaku
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Pasal 8
Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan ini, disesualkan kemball berdasarkan
ketentuan peraiuran Perundang-undangan yang berlaku apabila
a. Rancangan Peraluran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 felah ditelapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBOD Tahun Anggaran
2009;
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009 tefah ditetapkan
menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008,

o

Pasal9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seliap orang i i 1 Perafuran Bupatf ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditatapkan di Sengefi
padatanggal 7- 2~ 2009
BUPATI MUARO JAMBI,

H.BURHANUDDIN MAHIR
Diundangkan di sengeti
padatanggal F-7 - 2009

RAERAH KABUPATEN MUARC JAMB!,

A
H.SYAIFUDDIN ANANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARD JAMBI TAHUN 2009 NOMOR



